PERANAN FILSAFAT ISLAM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA by Patawari, Patawari
Peranan Filsafat Islam Dalam….. Patawari 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 2 NOMOR 2, JULI 2012 265 
 
PERANAN FILSAFAT ISLAM DALAM 
PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA. 
 
Patawari, S.HI. MH 
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar,) 
 
Abstrak: Pada dasarnya filsafat adalah “mencari” suatu kebenaran hakiki 
atau nilai. Salah satu komponen kebenaran adalah kebenaran Islam. 
Maka pembangunan hukum nasional hanya akan dapat dicapai, apabila 
tercipta suatu pola pandang tentang hukum yang akan dibangun itu tidak 
saja hukum dalam pengertian gejala sosial, akan tetapi hukum yang 
terkait dengan nilai-nilai dasar dan ideologi, nilai-nilai budaya, nilai-nilai 
moral dan susila serta nilai-nilai keadilan. Sehingga dalam pembentukan 
hukum di Indonesia adalah mengacu pada filsafat Islam yang 
menekankan pada 3 aspek yaitu: nilai ketuhanan, kemanusiaan dan, alam 
(situasi dimana hukum akan diberlakukan).  
Kata Kunci: Filsafat Islam, Pembentukan Hukum  
 
PENDAHULUAN  
Diskursus tentang manusia, paling tidak melekat dua entitas yang 
dimiliki, yaitu sebagai akhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai 
makhluk individu maka paling tidak ia berdiri sendiri yang bertanggung 
jawab pada sang pencipta (Allah SWT.), sedangkan sebagai makhluk 
sosoial maka segala sesuatu yang ada pada dirinya akan selau terikut 
akan pertanggung jawaban terhadap individu lain (hubungan sosial). 
Manusia sebagai makhluk sosial, maka ia senantiasa berinteraksi 
dengan individu lain. Sebagaimana di pahami hubungan/interaksi manusia 
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yaitu:  interaksi individu dengan individu, individu dengan  sosial, sosial 
dengan individu dan sosial dengan sosial.  
Mencermati era sekarang ini maka bukan hanya empat interkasi 
sebagaimana di maksudkan di atas, namun interaksi antara individu 
dengan Negara,  negera dengan Negara, bahkan sampai pada interaksi 
sosial (koorporasi) dengan Negara lain. Dari hubungan interkasi tersebut, 
maka di tengah-tengahnya akan terjalin hubungan hak dan kewajiban 
yang masing-masing akan pertanggungjawabkan (secara hukum).  
Pada perkembangan sejarah hubungan Negara dengan masayarakat 
(sosial) pada awal mulanya dimana Negara tidak di benarkan ikut campur 
urusan ekonomi masyarakat, namun pada perjalanan keNegaraan maka 
Negara harus ikut campur dalam urusan ekonomi masyarakat.  
Dari adanya keikut sertaan Negara dalam urusan ekonomi, maka 
Negara paling tidak menjadi katalisator, mediator, antara kepentingan 
masyarakat dengan masyarakat lain atau bahkan pada kepentinan 
masyarakat dengan Negara lain.  
Maka tugas dan tanggung jawab Negara adalah menciptakan 
regulasi dalam  mengatur hubungan interksi segala aktifitas manusia baik 
secara Individu maupun secara sosial sampai pada hubungannya dengan 
negara lain.  
Dalam  hubungan interaksi tersebut, masing-masing melekat adanya 
hak dan kewajiban, maka Negara (pemerintah) sebagai katalisator paling 
Peranan Filsafat Islam Dalam….. Patawari 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 2 NOMOR 2, JULI 2012 267 
 
tidak diberi otoritas dalam menentukan regulasi yang mengatur hak dan 
kewajiban masyarakat.  
Negara sebagai tugas regulator tentu tidak hanya mengacu pada 
Pancasila sebagai dasar Negara dan atau dasar ideologi namun demikian 
Negara lebih dari itu dengan mencoba menggali nilai-nilai filsafat yang 
dikandung dari pada ideologi yang Pancasila tersebut.  
Bahwa pada dasanya salah satu tugas dari pada filsafat adalah 
mencari kebenaran, salah satu komponen kebenaran selain kebenaran, 
koheensi, kebenaran korespondensi, dan kebenaran paragmatis. Maka 
komponen kebenaran agama juga merupakan suatu komponen yang 
beberapa ahli membenarkan akan adanya kebenaran agama 
Sekalipun demikian istilah kebenaran agama seolah menajadi Istilah 
yang toleran dengan menggunakan kata “kebenaran agama”. Yang 
menurut penulis perlu ada ketegasan bahwa kebenaran itu adalah 
kebenaran Islam (wahyu), sebab ketika dikatakan sebagai kebenaran 
agama maka tentu banyak agama-agama dan dianggap sama, dan yang 
paling bisa di uji berdasarkan komponen kebenaran korespondensi, 
koherensi, dan pragmatis adalah kebenaran Islam 
Pembentukan Hukum, dimana dipahami hukum sebagai bagian 
instrumen untuk megatur masyarakat, maka tentunya hukum juga tidak 
ansich mengacu terhadap pancasila, akan tetapi, juga lebih dari pada itu 
bagaimana hukum dibentuk atas dasar nilai filsafat Islam dan ilmu 
pengetahuan yang lebih mendalam (hakiki).    
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Salah satu dasar yang tepat didalam pembentukan hukum di 
Indonesia adalah kebenaran Islam, sebab secara ilmu pengetahuan 
kebenaran Islam adalah masuk dalam ketegori kebenaran, dan dalam 
kontek ke-Indonesiaan maka secara kuantitas masyarakat Indonesia 
didominasi oleh masayarakat yang berlatar belakang Agama Islam.  
Dari pengantar tersebut di atas, maka diduga ada peran filsafat Islam 
di dalam pembentukan hukum di Indonesia, sehingga penulis mencoba 
melakukan pengajian lebih lanjut 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Pengertian Filsafat 
Pengertian Filsafat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah  1) 
Pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala 
yang ada, sebab, asal, dan hukumnya,  2) Teori yang mendasari alam 
pikiran atau suatu kegiatan atau juga berarti ilmu yang berintikan logika, 
estetika, metafisika dan epistemologi.  
Pakar Filsafat kenamaan Plato (427 - 347 SM)   mendefinisikan 
filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran 
yang asli, Kemudian menurut Aristoteles (382 - 322 SM)  mengartikan 
filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, dan berisikan 
di dalamnya ilmu; metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan 
estetika. 
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Secara Umum Pengertian Filsafat adalah Ilmu pengetahuan yang 
ingin mencapai hakikat kebenaran yang asli dengan ciri-ciri pemikirannya 
yang 1) rasional, metodis, sistematis, koheren, integral, 2) tentang makro 
dan mikro kosmos 3) baik yang bersifat inderawi maupun non inderawi.  
Hakikat kebenaran yang dicari dari berfilsafat adalah kebenaran akan 
hakikat hidup dan kehidupan, bukan hanya dalam teori tetapi juga praktek. 
Sedangkan tugas filsafat menurut  Jujun yaitu .... menetapkan dasar-dasar 
yang dapat diandalkan (Jujun S. Suriasumantri, 2003). 
 Menurut Immanual Kant (dalam Amsal bakhtiar, 2004:8) bahwa 
filsafat adalah ilmu dasar segala pengetahuan yang mencakup di 
dalamnya empat persoalan:  
1. Apahak yang dapat kita pahami ( dijawab oleh metafisika) 
2. Apahak yang boleh kita kerjakan (di jawab oleh etika dan norma) 
3. Samapai dimanakah pengharapan kita (dijawab oleh agama) 
4. Apakah yang dinamakan manusia ( dijawab oleh antropologi) 
Dari beberapa pandangan tersebut penulis mencoba menyimpulkan 
bahwa  filsafat itu merupakan induk ilmu dengan menggunakan metode 
ilmiah yang seanantiasa mencari kebenaran yang sesungguhnya. Pada 
pendekatan metodologi adalah berdasarkan pada pengkajian masing-
masing ilmu seperti ilmu fisika, agama, biologi, antoropologi dan lain 
sebagainya. Dalam  proses menemukan makna kebenaran yang 
sesungguhnya, pengkajian  kebenaran   sangat ditentukan oleh cara 
pandang dan fikiran manusia.  
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Maka dimungkinkan, oleh karena perbedaan situasi dan cara 
pandang manusia yang berbeda-beda maka kebenaran tersebut akan 
subyektif. Maka ilmu yang diperoleh filsafat adalah tentunya akan 
seantiasa subyektif pula. Sebab memang, filsafat hanya pada “mencari” 
dengan metode, atau “kecintaan” kepada suatu kebenaran dimana filsafat 
tidak mempu menemukan hakikat yang sesunggunnya dari sesuatu itu.  
Kemudian berkenaan dengan Filsafat Hukum Menurut Gustaff 
Radbruch adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar. 
Sedangkan menurut Langmeyer: Filsafat Hukum adalah pembahasan 
secara filosofis tentang hukum, Anthoni D’Amato mengistilahkan dengan 
Jurisprudence atau filsafat hukum yang acapkali dikonotasikan sebagai 
penelitian mendasar dan pengertian hukum secara abstrak, Kemudian 
Bruce D. Fischer (dalam Slide  Muchsin, 2007) mendefinisikan 
Jurisprudence adalah suatu studi tentang filsafat hukum. Kata ini berasal 
dari bahasa Latin yang berarti kebijaksanaan (prudence) berkenaan 
dengan hukum (juris) sehingga secara tata bahasa berarti studi tentang 
filsafat hukum. 
Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa Filsafat hukum 
merupakan cabang filsafat, yakni filsafat tingkah laku atau etika, yang 
mempelajari hakikat hukum. Dengan perkataan lain filsafat hukum adalah 
ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis, jadi objek filsafat hukum 
adalah hukum, dan objek tersebut dikaji secara mendalam sampai pada 
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inti atau dasarnya, yang disebut dengan hakikat (dalam Slide  Muchsin, 
2007). 
Penulis mecoba merefleksikan beberapa pandangan tentang filsafat 
hukum yaitu mengkaji dan mencari kebenaran hakiki hukum terhadap 
hubunganya dengan nilai ketuhanan, manusia dan alam sekitarnya. 
Berfilsafat adalah berfikir. Hal ini tidak berarti setiap berfikir adalah 
berfilsafat, karena berfilsafat itu berfikir dengan ciri-ciri tertentu (Fakultas 
Filsafat UGM, 1997:17) Ada beberapa ciri berpikir secara kefilsafatan, 
yaitu : 
a. Radikal, berfikir secara radikal adalah berfikir sampai ke akar-akarnya. 
b. Universal, adalah berfikir tentang hal-hal serta proses-proses yang 
bersifat umum. 
c. Konseptual, yang dimaksud dengan konsep di sini adalah hasil 
generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta 
proses-proses individual.  
d. Koheren dan konsisten. Koheren artinya sesuai dengan kaidah-kaidah 
berfikir (logis). Konsisten artinya tidak mengandung kontradiksi. 
e. Konseptual, yang dimaksud dengan konsep di sini adalah hasil 
generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal serta 
proses-proses individual. 
f. Sistematik, berasal dari kata sistem yang artinya kebulatan dari 
sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata pengaturan 
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untuk mencapai sesuatu maksud atau menunaikan sesuatu peranan 
tertentu. 
g. Komprehensif, adalah mencakup secara menyeluruh. Berfikir secara 
kefilsafatan berusaha untuk menjelaskan fenomena yang ada di alam 
semesta secara keseluruhan sebagai suatu sistem. 
h. Secara bebas sampai batas-batas yang luas. 
i. Bertanggungjawab, pertangungjawaban yang pertama adalah 
terhadap hati nuraninya. Di sini tampak hubungan antara kebebasan 
berfikir dalam filsafat dengan etika yang melandasinya. 
Filsafat itu bersifat introspektif atau mempergunakan daya upaya 
introspektif. Artinya, filsafat tidak hanya menjangkau kedalaman dan 
keluasan dari permasalahan yang dihadapi tetapi juga mempertanyakan 
peranan dari dirinya dan dari permasalahan tersebut.  Seperti yang di 
nyatakan oleh Sugiyanto Darmadi (1998:18) bahwa Filsafat 
mempertanyakan tentang struktur yang ada dalam dirinya dan 
permasalahan yang dihadapinya. Sifat introspektif dari filsafat sesuai 
dengan sifat manusia yang memiliki hakekat dapat mengambil jarak 
(distansi) tidak hanya pada hal-hal yang berada di luarnya tetapi juga 
pada dirinya sendiri. Fungsi filsafat adalah kreatif, menetapkan nilai, 
menetapkan tujuan, menentukan arah, dan menuntun pada jalan baru. 
Sementara itu Poerwantana (1988:8) berpendapat bahwa Filsafat 
hendaknya mengilhamkan keyakinan kepada kita untuk menopang dunia 
baru, mencetak manusia-manusia yang tergolong ke dalam berbagai 
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bangsa, ras dan agama itu mengabdi kepada cita-cita mulia kemanusiaan. 
Filsafat tidak ada artinya sama sekali apabila tidak universal, baik dalam 
ruang lingkupnya maupun dalam semangatnya. 
 
Filsafat Islam  
Istilah “filsafat Islam” menuai banyak kontoversi (perbedaan), 
dikarenakan munculnya penganut filsafat Islam namun ia tidak beragama 
Islam, dilain sisi menggunaka “filsafat Arab” akan tetapi banyak para 
filusuf yang bukan orang berasal dari Negara Arab. Sedangkan Al-Ihwani 
menyebutkan beberapa istilah alternatif yang pernah di kemukakan pada 
ahli , seperti “filsafat Negara-Negara Islam” atau “filsafat di dunia Islam” 
(Sukarno Aburaera, 2008:86). 
Bahwasanya filsafat Islam pada perkembangannya sangat 
menekankan pada pada masalah –masalah mendasar manusia seperti 
tuhan, alam dan manusia (Sukarno Aburaera, 2008:89). 
Menurut penulis bahwa Petama, penyebutan filsafat Islam tidaklah 
keliru oleh karena pada dasarnya filsafat adalah “mencari” suatu 
kebenaran hakiki atau nilai. Bahwasanya, salah satu komponen 
kebenaran adalah kebenaran Islam. Maka, linearnya tentu sangat  tepat 
menggunakan istilah filsafat Islam. Sekalipun beberapa ahli tidak berasal 
dari agama Islam, adalah tidak menjadi subtansi persoalan. Sebab filsafat, 
bukan melihat eksistensi filosofnya akan tetapi esensi (nilai) dari pada 
pandangannya. Memang, Nilai filsafat dapat di pengaruhi oleh sudut 
Peranan Filsafat Islam Dalam….. Patawari 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 2 NOMOR 2, JULI 2012 274 
 
pandang dari pada filosofnhya. Namun tidak selalu dipengaruhi oleh latar 
belakang ideologi filosofnya. Karena kebenaran pada dirinya adalah tentu 
dimilki dalammemberikan pandangan yang rasional dan obyektif. Kedua, 
filsafat Islam yang mengkaji tiga Hal yaitu; Tuhan, Alam, dan manusia. 
Pada kenyataan hidup dan kehidupan manusia memang demikian. Tidak 
ada lagi pengkajian di dalam kehidupan manusia yang terlepas dari ketiga 
obyek pengkajian tersebut.  
Hubunganya dengan tiga komponen kebenaran dengan penekanan 
filsafat Islam adalah sangat terkait, yaitu Pertama, komponen kebenaran 
korespondensi, dimaksudkan bahwa kebanaran adalah kesesuaian antara 
pernyataan dan kenyataan adalah terkait dengan pengkajian terhadap 
alam. Kedua, korespondensi dimaksudkan bahwa kebanaran adalah 
suatu pernyataan didukung oleh adanya pernayataan sebelumnya. adalah 
sangat terkait dengan  logika (manusia). Ketiga, kebenaran pragmatis 
dimaksudkan kebanaran itu ketika ada  manfaatnya terhadap manusia. 
Maka kebenaran ini sangat terkai dengan Tuhan dimana Tuhan tidak  
menciptakan, mengadakan, dan melahirkan sesuatu dengan sia-sia. 
Sekalipun potensi manusia untuk berbuat yang sia-sia namun Tuhan 
senantiasa menghendaki adanya perbuatan manusia yang bermanfaat 
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Pembentukan Hukum di Indonesia 
Sebagaimana diungkap di atas refleksi penulis terhadap filsafat 
hukum adalah mengkaji tentang kebenaran hakiki dari pada hukum  
hubunganya dengan nilai ketuhanan, manusia dan alam sekitarnya. 
Satjipto Rahardjo (1982:321) mengemukakan pendapatnya bahwa filsafat 
hukum itu mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar 
dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum, 
tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum itu sendiri. 
Maka dengan demikian di dalam pembentukan dari pada hukum 
sebagau istrumen kehidupan manusia, maka hukum harus senantiasa 
mengacu pada 3 (tiga) aspek pertama, aspek nilai ketuhanan bahwa 
pembentukan hukum di Indonesia aspek nilai ketuhanna tidak bisa 
dipisahkan dengan keberadaan hukum itu sendiri dalam mengatur 
kehidupan manusia. Kedua, bawah pembentukan perundang-undangan 
adalah harus dilihat aspek hirarkhi perundang-undangan dan 
hubungannya dengan masayrakat setempat. Hal ini dimaksudkan sebagai 
aspek alam atau sistuasi masayarakat. Artinya bawah hukum tidak selalu 
di diberlakukan secara general, makanya ada Undang undang yang 
bersifat nasional dan ada peraturan daerah (perda) yang bersifat lokal. 
Pada pembentukan hukum maka obyek yang hendak diatur harus  
memperhatikan wilayah keberlakuannya. Ketiga, adalah aspek manusia 
(rasional) artinya bawah hukum harus didekatkan pada pendekatan 
rasionalitas. Dimana masyarakat secara umum menerima akan peraturan 
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tersebut oleh karena memang sesuai dengan peraturan dan perbuatan 
yang dilakukan oleh manusia baik secara individu maupun secara 
kelompok.  
Sementara itu, pembangunan hukum nasional, baik dalam dimensi 
konstitusional, dimensi juridis sosiologis dan dimensi perspektif dan 
kemudian dikemukakan bagaimana strategisnya pembangunan hukum 
nasional sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita nasional 
sebagaimana yang ditegaskan dalam mukaddimah Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Begitu urgen dan strategisnya 
pembangunan hukum nasional, maka pembangunan hukum nasional 
harus didasari oleh landasan idiil, strukturil dan operasionalnya.  
Dari landasan dasar pembangunan hukum nasional tersebut disusun 
pola arah pembangunan hukum nasional yang pada dasarnya bertujuan 
untuk menghasilkan produk hukum yang dapat mengatur tugas umum 
pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional, sehingga 
tercipta rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan dan semakin 
berkembangnya kehidupan masyarakat yang sadar dan taat kepada 
hukum. 
Bertitik tolak dari urgen dan strategisnya pembangunan hukum dalam 
totalitas pembangunan nasional, pola dasar, arah dan strategi dasarnya, 
maka dapat ditegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan hukum 
nasional bertujuan untuk membentuk, meningkatkan dan 
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mengembangkan sikap kesadaran masyarakat bangsa Indonesia 
terhadap hukum.  
Tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap hukum akan dapat 
tercipta apabila masyarakat telah mendapatkan rasa keadilan, kepastian 
dan kemanfaatan dari hukum yang dibangun. Atas dasar konsepsi tujuan 
pembangunan hukum yang dilaksanakan bangsa Indonesia sebagaimana 
yang telah dikemukakan di atas, maka persoalan yang pertama dan 
utama yang akan timbul adalah "hukum yang bagaimana yang akan 
dibangun itu" untuk menjawab pertanyaan yang sederhana ini tidaklah 
semudah mempertanyakannya, disebabkan pertanyaan tersebut akan 
berlanjut kepada pertanyaan yang bersifat filosofis yaitu "apa itu hukum" 
atau "apa hakikat hukum itu".  
Jika hukum dinyatakan hanya dalam bentuk gejala sosial, dan hukum 
dalam pengertian ini yang akan dibangun, maka dapat ditegaskan bahwa 
pola pikir dan konsepsi hukum yang demikian tidak akan dapat menjawab 
tujuan pembangunan hukum.  
Maka dengan demikian pembentukan hukum hingga pada 
pelaksanaannya. Tidak hanya dilakukan dengan berdasar pada semata 
kepentingan kelompok tertentu, akan tetapi harus mengacu pada nilai 
ketuhanan, kemanusiaan dan siatuasi alam/lingkungan di mana hukum 
tersebut akan diberlakukan.  
Dalam pembangunan hukum nasional ditinjau dari segi politik hukum 
bahwa peraturan yang di belakukan dalam suatu wilayah harus 
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mencerminkan nilai-nilia hukum yang hidup dalam lingkungan 
masyarakata atau yang disebut dengan living law.  
Hukum dalam pengertian gejala sosial hanya bersifat formalitas dan 
bersifat lahiriah semata, oleh karena itu hukum dalam pengertian ini tidak 
akan dapat mengaktualisasikan rasa keadilan dan moralitas. Tujuan 
pembangunan hukum nasional hanya akan dapat dicapai, apabila tercipta 
suatu pola pandang tentang hukum yang akan dibangun itu tidak saja 
hukum dalam pengertian gejala sosial, akan tetapi hukum yang terkait 
dengan nilai-nilai dasar dan ideologi, nilai-nilai budaya, nilai-nilai moral 
dan susila serta nilai-nilai keadilan.  
Dengan demikian maka hukum yang akan dibangun itu adalah hukum 
yang dilandasi oleh nilai-nilai yang bersifat universal dan terdapat pada 
setiap manusia yang disebabkan dengan keberadaannya yang manyatu 
dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hanya dengan memandang hukum dalam 
konsepsi inilah akan dapat diwujudnyatakan tujuan pembangunan hukum 
nasional. Dalam usaha untuk melakukan ini, hukum ditempatkan pada 
kedudukan di tengah-tengah sistem nilai-nilai yang terdapat dalam 
masyarakat Indonesia (Satjipto Rahardjo, 1983:233). 
Jika hukum telah dapat dipandang dalam konsepsi yang menyatu 
dengan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal, maka suka atau 
tidak suka, disenangi atau tidak disenangi keberadaan filsafat Islam 
memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Persoalan hukum 
yang berhubungan dengan nilai-nilai, hanya dapat dijawab melalui filsafat 
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islam. Pemikiran sistematik teori hukum pada satu sisi berkaitan dengan 
filsafat dan sisi lain dengan teori politik. Seringkali titik tolaknya adalah 
filsafat dan ideologi politik berperan sebagai pelengkap. Misalnya dalam 
sistem skolastik. 
Pada akhirnya seorang ahli hukum akan mengartikan hukum, sebagai 
jalinan nilai-nilai, dan nilai-nilai tersebut akan dirumuskannya sebagai 
konsep-konsep abstrak dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap 
baik akan dianutnya dan apa yang dianggap buruk harus dihindari 
sehingga filsafat hukum akan memberikan jawaban yang tidak terjawab 
oleh ilmu hukum (Soerjono Soekanto, 1984:44). 
Secara kuantitas penduduk Indonesia adalah didominasi oleh 
penduduk muslim, sehingga nilai-nilai islam yang termaktub di dalam 
peraturan (hukum Pisitif)  seyogyanya mencerminkan nilai- nilai Islam , 
sebab nilai islam yang masuk dalam hukum positif merupakan hak 
manusia dimana hukum harus mengakomodir sebagai dasar 
pembentukan hukum yaitu melindungi hak asasi manusia.  
Dalam menerapkan nilai-nilai hukum Islama di dalam pembangunan 
Hukum posisi dalam negara Indonesia tentu sesuai dengan mekanisme 
peraturan perundang-undangan, yaitu melalui kekuatan politik DPR, 
sehingga para anggota dewan yang sebagai wakil rakyat harus memuat 
mempunyai kekuatan moral di dalam memasukkan nilai Isam di dalam 
perubahan atau pembentukan perundang undangan yang nantinya akan 
di terapkan kepada masyarakat.  
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Kekuatan anggota DPR di dalam memasukkan nilai Islam dalam 
peraturan perundang-undangan tentu mempunyai kekuatan, yaitu ketika 
menjadi kehendak dari pada masyarakat (konstituennya). Hal tersebut, 
sengat kuat sebab dalam UUD NRI 1945 Pasal 2 bahwa “kedaulatan 
tertinggi ada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut undang undang”  
Di sisi lain, selai UUD NRI 1945 juga di kuatkan dalil sebagaimana 
dalam sila pertama pancasila “ketuhanan yang maha esa” sebagai 




Bahwa dalam pembentukan hukum di Indonesia adalah megacu pada 
filsafat Islam yang menekankan pada 3 aspek yaitu: nilai ketuhanan, 
kemanusiaan dan, alam (situasi dimana hukum akan diberlakukan). Di 
dalam mewujudkan pembentukan hukum posisi dengan memasukka nilai 
Islam sangat ditentukan oleh anggota DPR sebagai regulator, dengan 
mempertimbangkan keinginan rakyat sebagai pemegang kedaulatan 
tertingi dalam negara RI, sebagaimana di tegaskan dalam UUD NRI 1945 
Pasal 2 bahwa “kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat.  
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